PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM -
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
& BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa perencenean Rencana Umum Tate Ruang Kota dengan
kedalaman Rencana Defail Tata Ruang Ibukota Kecamatan
Wonosalam pada hakekatnya merupakan suaiu upaya unfuk meraih
suatu tujuan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Ibukota
Kecamalan Wonosalam dapat terpenuhi sebagai suatu sistem
kehidupan yang pelaksanaannya periu dikelola dengan baik :

b. bahwa unluk maksud tersebul pade hursf a, Kota Wonosalam
sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup kecamatan,
perlu adenya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Teta Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam
Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2009 Sebagai Pedoman bagi
semua kegiatan pemanfaastan ruang secara optimal, serasi,
seimbang, ferpadu, ftertib, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan ; :

._ ¢. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf & dan b, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie {S!tanu.';lad
236/1926) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 {entang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) :

3. Undang-undang Nomor 5 Tehun 1960 fentang Persturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1 04,
Tambehan Lembaran Negara Nomor 2043) :

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Momor
3196) ;

$. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
( Lembaran Negara Tehun 1992 Nomor 12 Tembahan Lembaran
Negara Nomor 3501) :

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 86,

- Tembahan Lembaran Negara Nomor 3699) - ¢
7.Undang ....




10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinfahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) :

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3226 ) : :

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3293 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian urusan pemerinteh di bidang Pekeriaan
Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25,
Tembahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538 ) ;

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 57 Tahun 1989
tentang Tim Koordinast Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 19890
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota :

Keputusan Menteri Peksrjsan Umum Nomor 640/KPTS/1986
tentang Perencanaan Tata Ruang Kota :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota -

Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat il Demak Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daersh Tingkat Il Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Demak Tahun 1988 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Demak Nomor 4
Tehun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Demak Tahun 1997 Nomor 8) ; ;

Peraturan Deerah Kabupaten Daerah Tingkat il Demak Nomor 10
Tahun 1993 tentang Batas Wilayeh Kota Kecamatan Wonosalam
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Demak Tahun
1993 Nomeor 20) =




Dengan persetujuan : ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA

UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN 2009.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

Daerah adalah Kabupaten Demak ;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beseria perangkal Dasrah Ofonom yang lain

sebagal Badan Eksekutif Dasrah ;
Bupati adaleh Kepale Daerah Kabupaten Demak ;

d. Rencana Umum Tala Ruang Kota yang selanjulnya disebut RUTRK adalah rencena

—
*

- .

pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar
sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana
pemanfeatan ruang kota secara terincl yang disusun untuk penyiapan perwujudan
ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-progrem pembangunan kofa °

Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuren menurui pengamaten
tertentu ;

Wilayah Pembangunan adaiah suatu kesatuan wilayah yang disrahkan psmanfaatan
ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kola

Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfastan ruangnya sesuai
dengan masing-masing rencana kota :
ibukota Kecamatan Wonosalam adatah Kota Wonosalam

Kawasan adalah wilayah yang balasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan
perencanaan dengan mempertimbangkan ndarm dominan fungs! tertenty ;

Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWIK adalah suaty kesatuan wilaysh
dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secars

fungsional dalam rangka pencepaian deya guna pelayanan fasiliias umum kota
dengan pemanfaatan ruang ;

Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jsian

- Garis Sempadan Sungai adalah garis balas luar pengamanan sungai ;

Garis Sempadan Saluran adelah garis balas luer pengamanan saluren ;

Garls Sempadan waduk atau danau, mata air dan pantai adalah garis batas luer
pengamanan waduk alau danau, mata air dan pantai ;

Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di stasnya ateu sejajer di belakangnya
dapat didiriken bangunan ;

. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingket KDB adalah angka yang

menunjukkan perbandingan antera lues desar bangunen lerhadap luas persil :

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjuinya disingkst KLE adalah angka yang
menunjukkan perbandingan antera luas lantai bangunan terhadap luas persi :

5. Blok ....




s. Blok perencansan yang selanjulnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah
perencanaan yang lebih dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan
optimalisasi pemanfaatan ruang .

BAB Il
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedelaman Rencana Detail Tala Ruang Kola
(RUTRK - RDTRK) didasarkan atas azas '

A. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara ferpadu, berdeya guna dan
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan :

B. kelerbukaan, persamaan, keadilan dan perindungan hukum :
" Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RUTRK - RDTRK) dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat
bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara
berencana, terarah dan berkesinambungan. ;

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK] bertujuan :

a. meningkatkan peran kola dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi
sebagal pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah :

b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional : .'
¢. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk -

1. mewujudken perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi
dampek negatif terhadap lingkungan : '

2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB Hi
KEDUDUKAN DAN WILAY AH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota lbukota Kecamatan Wonosalam (RUTRK - RDTRK ) adalah penjabaran dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak dan Pola Dasar Pembangunan Daerah
Kabupaten Demak vang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan kota . '

Pasal 6

(1) Wilayah Perencanean Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Deteil Tata Ruang Kota ( RUTRK - RDTRK ) Ibukota Kecamatan
Wonosalam mencakup 3 (tiga) Desa, dengan luas 238 Ha, yaitu :

Sebagian Desa Pilangrejo seluas 168,175 ha :
Sebagian Desa Tlogorejo seluas 18,000 ha ;
Sebagian Desa Sidomulyo seluas 48,000 ha
Sebagian Desa Kerangkulon (enclove) seluas 3 825 ha

(2) Batas ...
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(2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) F"gtsnl ini adalah :

I

Sebelah Uara : Tanah Pertanian Desa Pilangrejo dan Desa Kerangkulon
Sebelah Timur . Batas Desa Kerangkulon dan Desa Mojodemak

Sebelah Selatan : Tanah pertanian dan Batas desa Desa Tlogorejo

Sebelah Barat . Batas Desa Tlogorsjo dan Tanah pertanian Ds.Sidomulyo

BAB IV ;

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM,

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi iKota

Pasal 7

Peranan Kota Wonosalam dalam Wilayah 'Kabupatan Demak adﬁluh sebagai pusat
pemerintahan Kecamatan dengan pelayanan Wilayah Kecamatan Wonosalam.

Pasal 8

Fungsi Kola Wonosalam dalam wilayah Kabupaten Demak adaial -
1. Sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonosalam

2. Sebagai Pusat Distribusi barang dan jase ;

3. Sebagai Daerah Permukiman Penduduk ;

4. Sebagai Fasilitas dan pelayanan umum ;

5. Sebagai pusal pertumbuhan .

)

©)

@

®

Bagian Kedua
Kebljaksanaan Dasar Perencanaan
Pasal 9

Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian Wh kota, yaknl usaha
untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kempak dan merate.

Penyebaran fasililas pelayanan sebagai usaha untuk memeratakan pelayanan bagi
penduduk kota di seluruh wilayah bagien kote, tidak terkonsenirasi pade suatu
tempat. i

Dalam hal ini fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum dan
fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya.

Untuk penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala puluﬁhm. masing-masing
disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran)
maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, BWIK).

Peningkatan akliftas kekotaan pade deerah-daersh fransisi dan pinggiran kota

Wonosalam, terutama kegiatan yang bersifal non pertanian atau kegiatan sekunder
dan primer (perdagangan den jasa, industri rumah tangga dan sebagainya).

Usahe untuk memeratakan arah perkembangan fisik kota ke segala arah, yang
pada saat ini masih cenderung berkembang di sekitar jalan utama kota.

Bagl bagian-bagian kota yang kurang berkembang, periu diciptakan suatu akiifitas
yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa

aktifitas pérdagangan, perumahan dan industd pengolahan hasil pertanian.

(8) Adapun ...
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(8) Adapun dukungan bagi useha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas
pelayanan yang merata di seluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran
penduduk tidak terpusat di suatu tempet tertentu saja, melainkan menyebar
kesemua bagian wilayah kota, selain itu dengan menggalakkan program keluarga
berencana kepada seiuruh masyarakal, sehingga mengurangi angka kelahiran.

(9) Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan di kota Wonosalam, misalnya

dengan meningkatkan sistem pembuangan sampah, sistem jaringan air bersih,
sistem jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya.

(10) Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di bagien wilayah kota
dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa Jalan Inspeksi di tepi
sungai Jajar dan jalan penghubung lain serta jembatan Sore dan jembatan depan
kantor Kecamatan Wonosalam yang menghubungkan anter lingkungan dan antar
bagian wilayah kota.

(11) Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran kota Wonosalam sebagai pusat
pelayanan pemerintahan dengan mengelompokken fasilifas pemerintahan pada
suatu tempat agar mudah dalam koordinasi dan keterhubungannya.

(12) Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu-lintas di dalam dan ke fuar kota
Wonosalam dengan merencanakan jalan-jalan sesuai dengan kondisi yang ada.

(13) Meningkatkan daya tarik kota Wonosalam terhadap investor dari luer wilayah unuk
menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang
lengkap, baik berupae jeringan telepon, jaringan air bersih, lokasi usaha dan
kemudahan birokrasi perijinan. :

Bagian Ketiga
Bagian Wilayah Kola
Pasal 10

Wilayah Perencanaan kota Wonosalam sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah ini dibagi dalam Bagian Wileyah Kota (BWK) menjadi 4 BWK yaitu sebagai
berikut :

a. Baglan Wilayah Kota (BWK) Pusat seluas 31,50 ha:

b. Bagian Wilayah Kota (BWK) ll seluas 114, 75 ha ;

¢. Bagien Wilayah Kota (BWIK) il seluas 36,50 ha :

d. Bagian WHayah Kota (BWK) IV seluas 55, 25 ha :

Pasal 11

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalsh sebagaimana
tersebut dalam lampiran L - 01, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Keempat
Jumiah dan Persebaran Penduduk
Pasal 12

Jumleh penduduk kota Wonosalam diperhitungkan pada akhir tahun 2009 (proyeksi)
adalah sebesar 3.236 jiwa. '

Pasal 13

Jumlah penduduk dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ‘masing-masing Bagian

Wilayah Kota ditelapkan sebagai berikut : :

a. Baglan Wilayah Kota (BWK) Pusat sebesar 971 jiwa dengan rencana kepadatan
brutto 40 - 60 orgha ; ;

b. Bagian Wilayah Kota (BWK) Il sebesar 1.618 jiwa dengan rencana kepadatan brutto
20 -40 org/ha ; :

c. Bagian ....
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¢. Bagian Wilayah Kota (BWK) lil sebesar 324 jiwa dengan rencana kepadatan brutio 20
- 40 orgha ;

d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV sebesar 324 jiwa dengan rencana kepadatan brutio
20 - 40 org/ha .

Pasal 14

Peta jumiah dan penyebaran penduduk dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiren L - 010, mmlpekan bagian yang fidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Baglan Kelima
Strukdur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 15

Luas wilayah kota sebagaimena Pasal 6 Peraturan Dwah ini pemanfaatannya
ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan perdagangan seluas : 476 - 714 ha
b. Kawasan perkantoran seluas : 238 - 476 ha
¢. Kawasan pendidikan seluas : 476 -714 ha
d. Kawasan kesehatan seluas : 238 - 476 ha
e. Kewasan peribadatan seluas : 476 - 7,14 ha
f. Kewasan Umum dan olah raga seluas : 4,76 - 7.14 ha
g. Kawasan Pelayanan Lingkungan samas 476 - 7,14 ha
h. Kawasan perumahen seluas 714 - 833 ha '
i. Kawasan jaringan jalan dan trmsportusl 476 - 714 ha
j. Kawasan Konservasi seluas 4,76 - 7,14 ha
k. Kawasan cadangan kola seluas 1071-119 ha
Pasal 16

Pemanfaatan ruang kota dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dllarn Bagian Wilayah
Kota (BWK) setiap BWK ditetapkan sebagai beriku :

a. BWK |
1. Kawasan perdagangan seluas 189 - 252 ha
2. Kawasan perkantoran seluas 1,89 - 252 ha
3. Kawasan pendidikan seluas 189 - 2,205 ha
4. Kawasan kesehatan seluas 0945-189 ha
5. Kawasan peribadatan seluas 0,63 - 0,945 ha
6. Kawasan Umum dan olahragaseluas : 1,26 - 1,575 ha
7. Kawasan Pelayanan Lingkungen seluas : 0,63 - 0,945 ha
8. Kawasan perumahan seluas : 11,025-126 ha

b. BWK i ;
1. Kawasan perdagangan seluas 1 2,285- 3,443 ha
2. Kawasan perkantoran seluas : 1,148- 2295 ha
3. Kawasan pendidikan seluas i 2,295- 3,443 he
4. Kawasan kesehaten seluas 1,148 - 2,295 ha
5. Kewasan peribadatan seluas 2,295- 3443 ha
6. Kewasan Umum dan clah raga seluas : 2,295- 3,443 ha
7. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 2,295- 3443 ha
8. Kawasan perumahan seluas : 4590-51638ha

¢. BWK :
1. Kawasan perdagangan seluas 0,365- 0,73 ha
2. Kawasan pendidikan seluas 0,365- 0,73 ha
3. Kawasan kesehatan seluas 0,365- 0,73 ha

4. Kawasan ....



4. Kawasan peribadatan seluas : 0,730- 146 ha
5. Kawasan Umum dan olah raga seluas : 0,365- 0,73 ha
6. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 0,730 - 1,095 ha

7. Kawasan psrumahan seluas : 5475-730 ha
d. BWK WV

1. Kawasan perdagangan seluas : 0,553-1,105 ha
2. Kawasan pendidikan seluas : 0,553-1,105 ha
3. Kawasan kesehatan seluas : 0,553-0,553 ha
4. Kawasan peribadatan seluas ¢ 1,105-2.210 ha
5. Kewasan Umum dan olah raga seluas : 0,553- 1,105 ha
6. Kawasan Pelayanan Lingkungan seluas : 1,105- 1,658 ha
7

. Kawasan perumahan seluas . 8,288- 11,05 ha

Bagian Keenam
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka I-Hjau

Pasal 17

Penggunaan lahan selain lersebul pada Pasal 18 Fur&turun Daerah ini, ditetapkan
sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.,

Pasal 18

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau dimaksud pada Pasal '-IT Peraturan Daerah ini,
diperinci untuk setiap Bagian Wilayah Kotanya sebagai berikut :

a. BWK |
1. Kawasan jaringan jalan dan fransportasi seluas : 1,890 - 252 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 1.575-2205ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 4,725-4725ha
b. BWK i : :
1. Kawasan jaringan jalen den transportasi seluas : 1,148~ 2,295 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 2,295- 3443 ha
3. Kawasan cadangan kota seluas : 40,163 - 45,900 ha
c. BWK Il -'
1. Kawasan jaringan jelan dan transportasi seluas : 0,73 - 0,73 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : 0,38%- 0,73 ha
3. Kawasan cadangan kola seluas : 23,726 - 25,55 ha
d. BWK IV _
1. Kawasan jaringan jalan dan transportasi seluas : 1,105 - 1,658 ha
2. Kawasan Konservasi seluas : : 0553- 1,105 ha

3. Kawesan cadangan kota seluas : 34,913- 38,675 ha
| Pasal 19

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 15, 16, 17 den 18 Peraturan Daerah
ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran L - 02, marupnkan bagian yang tidek
terpisahkan dari Peraturan Daerah inl. ;

Bagian Ketujuh
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kntu
Pasal 20

Fasilitas jenjang pertama kota sesual peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal
15 dan 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :




a. perkantoran berada Bagian Wilayah Kola (BWIK) 1L | ;
b. perdagangan berada Bagian Wilayah Kola (BWK) | ;

¢. pendidikan berada Bagian Wilayah Kota (BWIQ I, Il ;

d. kesehatan berada Bagian Wilavah Kots (BWK) | ;

e. olah raga berada Bagian Wilayah Kola (BWIK) 1 ;

f. ruang terbuka barada Bagian Wilayah Kota (BWIO | Il

Pasal 21
Fasilitas jenjang kedua kola sesuai dengan fungsi dan peranarniya ditetapkan sebagsi

a. perkantoran berada Bagian Wilayah Kota (BWK) |, § ;

b. perdagangan berada Bagian Wilayah Kota (BWIK) | B ;

¢. pendidikan berada Bagian Witayah Kota (BWAIQ L I ;

d. kesehatan berada Bagian Witayah Kota (BWIO LI IV

8. olah raga berada Bagian Wilayah IKota (BWIQ 1, 1 ;

f. ruang terbuka berada Bagian Wilayah Kota (BWAO L H, 0, V.

Pasal 22

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran L - 08, mnmﬂmhagimymﬁdak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedaispan
Slstem Transportasi

Pasal 23
Jaringan fransportasi jslen rava di kota terdin dari

a. jalan kolekior sekundar : :
- melewati ruas jalan Kolektor Sekunder dengan lebar 10- 19 m |

b. jalan iokal sekunder :
-~  melewsti ruas jalan lokal sekunder dengan iebar 6 -8 m ;

¢. jalan lingkungan ;
- melewati semua ruas jalan lingkungan & di tarmﬂktenﬁnh pemukiman dengan
lebar 4-6 m

Pasal 24

(1) Untuk angkuian jalan raya ditetapkan halle / pemberheniian bus / non bus di Bagian
Wilayah Kota (BWIQ L, 1l ;

(¥4] Bmmdmmmmﬂanpmﬁtehpkm:ﬁw i.
Pasal 25
Peta rencana sistem (ransportasi dimaksud Passl 23 dan 24 Peraturan Daerah ini

sebagaimana fersebui dalam lampiran L - 07 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian .....




Bagian Kesembitan
Sistem Jeringan Utilitas
Pasal 26

Jaringan utilitas dimeksud delam Peraturan Deerah ini melipuli : jaringan air bersih,
Jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase, dan jaringan persampahan.

Pasal 27

Sistem jaringan air bersih ditstapkan sebagai berikut - |
a. jaringan primer melalul ruas jalan kolekior sekunder dan lokal sekunder
b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan. '

Pasal 28

Slstem jarlngan talepon ditetapkan sebagai berikut :
a. jaringan primer melalui ruas jalan kolekior sekunder dan lokal sakmdar

b. jeringan sekunder melalul rues jalan lingkungan.
Pasal 29

Sistem h;h'!gan listrik ditetapkan sebagai berikut :
8. jaringan prhmr melalui ruas jalan koiekior sekunder dan lokal sekunder;
b. jaringan sekunder melalul ruas jalan lingkungan. v

Pasal 30
Sistem jnrlngan drainase kole ditetapkan sabagai berikut ; _}
a. jaringan primer melalul ruas jalan kolekior sekunder dan iokal primar

b. Jaringan sekunder melaiui ruas jalan lokal lingkungan.
| Pasal 31

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

a. penampungan sementara berada di BWIK 1, Il :

b. tempat pembuangan akhir berada di luar wilayah Ibukota Kacm Wonosalam.
Pasal 32

Peta sistem jaringan utilitas dimaksud pada Pasal 26 sampai dsﬁﬁnn pasal 31 Peraturan
Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiren L - 05, L - 06, L - 09,

Bagian Kesepuluh
Kepadatan Bangunan
Pasal 33

(1) Kepadaten bangunan ditetapkan dengan pembafasan Koﬁslun Dasar Bangunan
(KDB) pada setiap Bagian Wilayah Kota Peruntukkan . -

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntuian.

Pasal 34 . ...
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Pasal 34

(1) Bagian W'llayah Kota (BWK) | dengan peruntukan :
a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dﬂotaplmn 55 % ;
b. perdagangan Koefislen Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
¢. Perkantoran, Fasliitas sosial dan bangunan umum I(ﬂdislen Dasar Bangunan

{I(DE}dlelapkmED%

(2) Bagian Wlhyal'l Kota (BWK) il dengan peruntukan '
a. psrumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan $5 % .
b. perdagangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapian 80 % ;
¢. Perkantoran, Fasilitas sosial dm bangunan umum Kﬂaﬂsiﬁn Daﬁar Bangunan
(KDB) ditetapkan 50 % ; &

.

(3) Bagian Wilayah Kota (BWK) il dengan peruntukan : '
a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditstapkan 55 % ;
b. Fasilitas sosial dan bangunan umum Koefisien Dasar Elmumm (KDB) ditetepkan
50% ;

(4) Bagian Wilayah Kota (BWIQ IV dengan pumrﬂukm
#. perumahan Koefisien MM@B}#H:M%%

b. Fasllitas H!H dan bangunan umum Koefisien Dasar Bammen (KDB) ditetapkan

45%;. ¢ i

A b
Peta Kepadatan B&nﬁm !ﬂnuh:sudw Pasal 33 dan 34 Pe Daerah ini, adalah

sebagaimana lampiran L - 03 ymg merupakan bagian :.ran ldaic {erpisahkan dari
Paﬂimﬂnmh lr-i

!

ﬁwkasehulas
Ve TR Ketinggien Bangunan
g by Pasal 36

(1) I{eimnn B#nguﬁan dﬂeiaphn dengan jumiah luas Inntai bangunan dan jumlah
makﬂnw;uﬂﬁn mmimum lantai hannuﬂan untuk setiep B’M(

2 Pulnknnnn I{qtirmlhm Bmwﬂn L'Htetupimn sesuai ‘ﬂanﬁn lebar rencana

(1) Kstin ﬁmﬂs{ I:ahlﬁor sekunder dan. Iuknl sekunder dengan
KLB sebesar 0,50 . dur&m I-qailq'tgglih 1 2 lantal ]

P L T L

2 Kﬂlﬂdﬂm Baﬁmn‘rmw jalan lingkungan dengan l{LB sebesar 0,80 - 1,80
ketinggian V m , ;

,f’l . Pasal38 |
Peta Kw-m an dln'hluud pasal 36 dan 37 Peraturen Daerah ini, adalah
sebagaimana | L - 04 m merypakan bagian yang tidak temisehkan dari

Peraturan D i

Il
i

:"_ 5 : Bagian .....



Bagian keduabelas

Garis Sempadan
Pasal 39
Penetapan garis sempadan terdiri dari :
8. Sempadan Bangunan :
b. Sempadan Sungai .
Pasal 40

Er::.i Eﬁmdm"mun bangunen ( yang berbatasan dengan jalan ) ditetapkan sebagai
a. Pada Jalan Kolekior Sekunder adalah 9 m ; f

b. Pada Jalan Lokal Sekunder adalah 7 m :
¢. Pada Jalan lingkungan adalah 5 m .

Pasai 41

(1) Garis Sempadan Bangunan di fepi sungal Jajar ditetapkan .7 meter dari rencens
jatan inspeksi dan rencana jalan inspeksi berjarak 15 meter dari tepi sungai Jajer.

(2) Pada kawasan berkepadatan tinggi garis sempadan bangunan perdagangan dan
jasa ditetapkan daepat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah
mempertimbangkan falktor parkir kendaraan,

BAB V
JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 42

"

§

(1) Jangka wakiu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Ire&alman Rencana Detail
Tata Ruang Kota Wonosalam ditetapkan untuk jangka wakiu 10 (sepuluh) tahun,

(2 Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang
Kota { RUTRK - RDTRK ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali
seliap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan denpnn keadaan,

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayet (2), ditetapkan doncm Peraturan Daerah .
Pasal 43

Buku Rencana dan Aibum Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakean
bagian yang tidak terpisahkean dari Peraturan Daerah ini. 8

Pasal 44 :

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Deiu!l Tata Ruang Kota
bersifat terbuka untuk umum dan ditempetkan di Kantor Pemerintah Dasrah dan pada
tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat pada setiap sﬂ.

Pasal 45

Masyarakat Kabupaten Demak berhak untuk mendapatkan informasi dan mematuhi
pelaksanaan serla berperan akiif terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
kedalaman Rencana Detall Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam kepada
Pemerintah Daerah dan alau Kecamaten Wonosalam. ¥

Pasal 46 ...
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Pasal 46

Tahapan pelaksanaan psmbangunan di kota Wonosalam adalah mm berikut :

a. Tahap | dari tabun 2000 - 2004 ;
b. Tahap i dari tahun 2005 - 2009 .

Pasal 47

Penyusunan pelaksanaan program-progrem serta proyek- proyak yang diselenggarakan
oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-
pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasel 46 Purﬂumn Dmh ini.
BAB VI ;
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
) RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
- IBUKOTA KECAMATAN WONOSALAM

Pasal 48 !
Pengawasan dan pengendalian Rencana Umum Tate Ruang Kﬁta dengan kedalaman
Rencena Detall Tate Ruang Kota (RUTRK - RDTRK) guna menjamin tercapainya
maksud den tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pnsal 3 dan 4 Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Bupeati sesual dengan ketentuan yang hcmﬂm

Pasal 49

(1) Bupati mempunyal wewenang untuk mengembil langkah-langkah kebljaksanaan
dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengen kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota lbukota Kecamatan Wonosalam sec¢are keseluruhan sesuai
dengan prosedur den peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan pembangunan den pengawesan rencane kota, Bupati dapat

menunjuk aparalur pelaksana dan pengawas pembangunan sesual dengan ruang
untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana
Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Dnlail Tata Ruang Kota
Ibukota Kecamatan Wonosalam. .

Pasal 50

Pengawasan dan pengendalian RUTRK dengan kedalaman F!:DTRI{ guna menjamin
tercapainya maksud dan fujuan rencana sebagaimana ﬁnnlﬁﬁd pada Pasal 5 dan 6
Peraturan Daerah inl dilakukan oleh Bupati,

Pasal 51

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dnlnm bentuk pemantauan,
pelaporan, dan evaluasi.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilalukan dalam bentuk pmﬁlnun sesual dengan
kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.

(3) Pengawasan dari segala kegiatan pembunmmmanfantnn yang tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Cemat afau instansi yang
berwenang dan dalam wakiu selambat-lambatrya 3 x 24 jum wajib melapor kepada
Bupati atau Dinas teknis yang ditunjuk.

BAB VI ....
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BAB Vi
KETENTUAN PIDANA DAN PENY IDIKAN

Pasal 52

(1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan
Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota lbukota
Kecamatan Wonosalam, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan
atau denda sebesar-besamya Rp. 5.000.000,00 (ima juta rupiah)

(2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang
mengakibatkan perusakan dan pencemaran fingkungan diancam pidana sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 53

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidiken atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penggangkatannya, kewenangannya
dan dalam peleksanaan tugasnya sesual dengan peraturan pmundnng—undungan yang
berlaku.

Pasal 54 1
Dalam melaksanakan tuges penyidikan, Penyidik Pegawal Negeri Sipil sebagaimana
tersebut pada Pasal 53 Peraturan Daerah ini berwenang :

a. menérima laporan atau pengaduan dari seseorang tenlang adanya tindak pidana

b. melakuken tindakan pertama pada sast itu di tempatl kejadian serta melakukan
pemeriksaan

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka

. melakukan penyitaan benda atau surat

. mengambil sidik jarl dan memotret tersangka ;
memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

. mendatangkan 5aurang ahli yang diperiuken dalam hubungan dengan pemeriksaan
perkara ;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari punsﬁdik umum bahwa tidak
terdapat cukup bukii atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.dan
salanwlm melalui penyidik umum memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut

umum , tersangka atau keluarganya ;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dip&rlar_lgm jawabkan.

a M o o

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraien dalam bentuk Buku Kompilasi Data,
Analisa Rencana Umum Tala Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Delfall Tala
Ruang Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam serta Album Peta sebagal lampiran yang tek
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56 ....
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Pasal 56

Peraturan Daerah ini dilampiri peta .

Rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) ;
Rencana Tala Guna Lahan ;

Rencana kepadatan bangunan ;

Rencana ketingglan bangunan ;

Rencana jaringan listrik dan telepon ;

Rencana jaringan air bersih & drainase kota ;

Rencana pengambangan jaringan jalan & transportasi |
Rencane persebaran fasilitas sosial

Rencana pengembangan persampahan & penghijauaan kota ; i
10. Rencena jumieh dan penyebaran penduduk ;

© O NO s N -

Pasal 57

Dengan berlakurniva Peraturan Daerah Ini, maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabud dan tidak bnﬂnkg lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Hal-hal yang belum distur dalam Peraturan Daerah lrd sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepulusan Bupaﬂ

Pasal 59

{

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
Ager seliap orang dapat mangat-huhﬂ: memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah inl dmum penempatannya dalam Lembafan Daerah Kabupaten
Demak. i

Ditetapkan ci Demak

pada tanggal 27 September 2000

BUPATI DIE MAK

&

H. DJOKO WIDJI ?ﬁJWiTﬁ, 8.IP
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PENJELABAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KEBUPATEN DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCAMA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN WONOBSALAM
TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

PENJELASAN UMLIM.

Pengertion Rencana Uium Tata Rizang Kele dengan kedalamen Rencana Detail Tata
Ruang kota.

Rencana Umum Tata Ruang iote veng selanjutnya :I:singkll dengan RUTRK
adalah rencana pemanfaaten ruang iofa yang disusun unfuk menjaga keserasian
pembangunan ardar sektor dalem rangke pengendsian program-program
pembangunan kola dalem jangke peniang. Rencene tersebul merupakan rumusan
tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencans pemanfaatan ruang kota,
rencana sistem jaringen utiftas, rencana kepadatan bangunen, rencana ketingglan
bangunan, rencane pemanfastan alr baku, rencana penanganan Hngkungan kota,
tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota. Bila Rencana
Umum Tata Ruang lebih bersifat struldur dan konseptual, Rencana Detall Tata Ruang
Kota memberikan arahan perikembangan den periumbuhan kota.

Rencana Umum Tate Ruang Kota dengan kedelaman Rencana Detall Tata
Ruang Kola Ibukola Kecamatan Wonosslam adaiah merupakan wedah yang
mengkoordinasikan kaglatan semua pihai, olen sabab fu bilemena sudah ditelapkan
secara hukum waiib ditaati balk oleh pemerintah, swesta maupun masyerakat.

Untuk ity sebelum penetapan hukum diberikan atas rencans tersebut harus
disetujul melaiul konsesus umum antars Pemerinteh Kabupaten den mesyarakat kota
yang bersangkutan fentang bentuk, arshan, sirategi dan proirtas pembangunan dan
pengembangan kota, Ketentuan yang mendasari rencana lersebut adalah Peraturan
Menteri dalam Megeri Nomor 2 Tahun 1987 terfang Pedoman penvusunan rencans
kolz, yanp prosedur penyusunannvae distur dengan Kepulusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 1988 tenfang Petunjuk Pelaksanesan Pedoman Penyusunan
Rencana Kota, serta surat Menteri Dalam MNegeri Nomor 650/1185/bangda tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota bukota Kecamaten,

Sesual Pesal 22 ayal (6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 fentang
Penataan Ruang make Rencana Umum Tale Ruang Kola dengen kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota lbukota Kecamatan Wonosalam periu ditetapkan
dengan Peraturan Deerah.

H. PENJELASAN PASAL DEMiI PAGAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 25d9 :  Cukup jelas
Pasal 10 . yang dimaksud dengen Bagian Wilayah Kota

adalah bagian dari  wilayah kota vyang
dimanfeatkan untuk rweny tertentu yang dibatasi
oleh jaringan pergerakan dan ateu jeringan-
: jaringen utilitas,
Pasal 11.5.d 16 ;. Cukup jelas
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Pasal 17

Pasal 18 5.d 22
Pasal 23

Pasal 24 s.d 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31 s.d 32
Pasal 33

Pasal 34 s.d 35
Pasal 36

- yang dimaksud lehan cadangan adalah lahan
kosong atau lahan  perlanian  atau
perkampungan vang diperkirakan sangat
potensial untuk perkembangan secara alami
akibat darl dampak perikembangan diluar wilayah
kota.

- yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah
ruang/kawasan terbuka yang ditanami oleh

pohon atau tanaman hijau vyang lain
dimaksudkan untuk konservasi.

:  Cukup jelas
. Pengertian jaringan jalan primer, jaringan jalan

sekunder, jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan
lokal adalah sebagaimana telah ditentukan dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 {enteng
Jalan.

Yang dimaksud dengan jalan kolekior adalah jalan
dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri
sebagaimana jalan kolekior, sedang jalan lokal
sekunder adalah jalan dalam sistem sekunder

yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan lokal.

: Cukup jelas
. Yang dimaksud jaringan primer air bersih adalah

jaringan distribusi air bersih melalui pipa induk,
sedang jaringan sekunder air bersih adeleh
merupakan jaringan pemvagi dan cabang dari
jaringan primer,

: Yang dimaksud iuinnnn primer telepon adalah

jaringan utama saluran felepon sebelum dibagi

pada sistem jaringan yang lebih kecil, sedang
jaringan sekunder telepon adalah jaringan telepon

dengan kapasitas kecil dan berhubungan

langsung dengan pemakai (pelanggan).

. Yang dimaksud jaringan primer listrik adalah

jaringan listrik dengan tegangan lebih tinggi
daripada tegangan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat (220 volf) dan merupakan jaringan
utama sebelum dibagi pada jaringan-jaringan yang
lebih kecil, sedang jaringan sekunder listrik adalah
jaringan listrik yang merupakan cabang dari
jaringan primer dan dapet dihubungkan dengen
konsumen (pelanggan).

. Yang dimeksud jaringan drainase adalah jaringan

utama pada saluran drainase yang menampung air
hujan dari saluran-saluran yang lebih kecil, sedang
jaringan sekunder air hujan yang langsung
menampung air hujan dan wilayah pemukiman dan
kawasan-kawasan untuk peruntukan yang lain
yang terletak diluar jalan kolektor dan lokal primer.

. Cukup jelas
. Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

yaitu perbandingan antara luas lahan vyang
terlutup bangunan (luas dasar bangunan) pada
kewasan fertentu dengan luas persil pada
kawasan bersangkulan yang dinyatakan dengan

angka prosentase.

. Cukup jelas
: yang dimaksud I(eﬁnggian Bangunan adalah

jumlah lantal bangunan yang diperkenankan
berdiri pada suatu wilayah.

17




Pasal 37 s.d 38
Pasal 39

Pasal 40 s.d 42
Pasal 43

Pasal 44
Pasal 45

Pasal 46 5.d 59

. Cukup jelas
: Yang dimaksud garis sempadan adalah garis

lisplank (atap teras) bangunan teruar maksimal
yang diijinkan untuk mepet kearah garis daerah
milik jalan atau tepi sungai.

Cukup jelas

Yang dimaksud fempat-tempat yang mudah dilihat

oleh masyarakat adalah kantor Kecamatan dan
Desa yang bersangkutan.

. Cukup jelas
: Pentahapan pembangunan kota adalah suatu cara

untuk menunjang keberhasilan yang optimal dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan, yaitu :

Tahap | darl tahun 2000 sampail dengan 2004 :
tahap i dari tahun 2005 sampei dengan 2008

: Cukup jelas.

18
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